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PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR: {5 TAHUN 2010

TENTANG
'ENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TARUN ANGGARAN 2910

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

cahwa scbagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tzhun 2010 tertang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, periu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Penj
dan Beiapia Daerah;

tad

abaran Perubahan Anggaran Pendapatan

Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan

Propinst Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah d

Nomor 12 Tahun 1994 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62
Indonesia Nomor 3569);

engan Undang-Undang
, Tambahan l.embaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunait (fembaran N

egara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3688);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan
Nepctisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:y,q
385ty

'ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2062 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4+
Tambahan Lembaran MNeyara Republik Indonesia Nomor 4286); 7

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomgy
3, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nowor 15 Tahun 2004 tentang Pemetiksunaan Pengclolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lem

| -

. . - - . - . Udl‘al]
Negara Repubiik Inioncsia Tahun 2604 Momor 66, Tambalan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonegij,
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 44217,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Normgy
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denggn

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembargy
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeriniah Pusai dan Pemerintahan Daergh
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahy,
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Dati 1l Langkat dari Binjai ke Staby;
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomer 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati 11 Binjai, Kabupaten Dati Il Langkat day,

Kabupaten Dati If Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negary
Repubitk Indenesia Nomor 33233;
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24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Piotckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRp
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahain Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor de
sebagaimana telah beberapa kali diupai: terakhir denvan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (1embaran
Indonesia Tahui: 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4659):;

LY

16
Negara Repubijx

Peraturan Pemeriniah Nomor Z4 Tahun 2005 ientang Standar Akuntansi Pemerintaian (I.embaran MNegara Repubiik Indonegj,
Tahuu 2605 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peratnran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Normop
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsiz Nomeor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tearang Sisiem Informasi Keuargan Daerab (Lembarai Negara Republix Indonec:
. 2 178 Tumpahan i ' - “r - e = * ST Csia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia MNomor 4576

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daeral: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn
2005 Nomer 140, Tambalian l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

P_e:raturan Pemerintah Nomor 79 Tghun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penveleuggaraan Pemerintab Daerap
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noinor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineja Inswnsi Pemerintah (Lembaran Neggpq
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

Peraturan Presiden Nomeor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Gurn Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alukasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20606 tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah sebagaimana telah diubgp,
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daergp
Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11

: 3/PMK.07:2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dap
Prasarana Daerah TA. 2010;

e
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[

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alckasi Dana Percepatan Pembangunan
infrastrukiur Pendidikan TA. 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru
PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA. 201¢;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedomsn Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan
Penghasilan bagi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA. 201¢;

Peraturan Menteri Keuungan Nomor 175/PMEK.07/2009 tentang Alckasi dan Pedonian Umum Dana Alokast Khusus T4, 2010

i o

Perativan Dacrah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapaian dan Belanju Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2610;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokeler dan Kevangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Noimor 1), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Paerah Kabupaten Langkat Nomor § Tahun 2007 {Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2007 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangun Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Duerah
TA.2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2010 Nomor ~ };




MEMUTUSKAN:

Menetaphan  :  PERATURAN BUrAll TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN!A DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.942.714.948.043,00 bertambah scjumlah Rp.107.035.084.294,00
sehingga menjadi Rp.1.049.750.032.337,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan

a. Senwia Kn. S88.388.383.794.00
b. Bertambah/(berkuraiig) Rp. 1316.558.787.815.0C
Jumiah Pendapatan setelah Perubahar Rp. 1.004.547.181.609,00
2. Belana
a. Semula Rp. 942.714.948.043.,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 107.035.084.294.00
Tumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.049.750.032.337.00
Surplus/(Defisit; setelah Perubahan Rp. (44.802.850.728,00)
3. Pembiayaan
a. Penertimaan
1Y Semula Rp. 61.326.554.249,00
2} Bertambah/(berkurang) Rp.  (16.293.175.955,00)
Jumtah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  51.033.378.294,00
b. Pengeluaran
1y Semula Rp. 7.000.000.000,00
2y Bertambah/(berkurang) Rp. (769.472.434,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.230.527.566.00
Jumlah Pembiayaan Neue setelah Perubahan Rp.  44.802.850.728,00

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran sctelab Perubahan: Rp. 0,00




Pasal 2
Penjabaran perubahan APBD sebagéimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 'anjut pada Lampiran I Peraturan Bupati int.
Pascal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati .
Pasal 4
Peraturan Bupati in: mulal berlaku pada tanpgal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengurdangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditet:pkan di Stabat
padalanggal 29 nopember 2ol0

BUPATI LANGKAT,

H NGOG SITEPU

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR : 5




